
1 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah, guna tertib administrasi pelaksanaan barang 
milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau 
Morotai, dipandang perlu mengatur tentang tata cara 
pemusnahan dan penghapusan atas barang milik daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupat:en Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4937); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan [Lernbarun Negara. Republik Indonesia Nomor 
268, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

7. Peraturan Perncrintah Nomor 71 'I'ahun 20 JO tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerint:a.h Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa 
Kendaraan Perorangan Dinas (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 24); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2); 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pulau morotai. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi 
pengelolaan barang milik daerah. 

7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya dengan se baik- baiknya. 

11. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang 
adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 
mengurus barang. 

12. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada 
Pejabat Penatausahaan Barang. 

13. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi 
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik 
daerah pada Pengguna Barang. 

14. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

15. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

16. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 
mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik 
daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

17. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUSNAHAN 
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN 
PULAU MOROTAI. 

Menetapkan 
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Pasal 3 

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

BAB III 
PEMUSNAHAN 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 
a. tata cara pemusnahan; 
b. tata cara penghapusan. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak 
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

21. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang millk dacrah yang 
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar 
pemerintah daerah, atau antara pemerlntah daerah dengan pihak lain, dengan 
menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai 
seimbang. 

22. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah 
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

23. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah 
pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki negara. 

24. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan barang 
milik daerah. 

25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 
dalam penguasaannya. 

26. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 
kepemilikan atas barang milik daerah. 

27. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang 
milik daerah. 

28. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah 
yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

29. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik 
daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

30. Pihak lain adalah pihak pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Dae rah. 

18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang daJam 
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas 
dan fungsi OPD yang bersangkuta n. 

19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kcpemilikan barang milik daerah. 
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Pasal 6 

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh 
Pengguna Barang kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. pertim bangan dan alasan pemusnahan; dan 
b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 

(3) Data barang milik daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara 
lain meliputi: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan 

bukti kepemilikan at:au pernyataan kepemilikan barang milik daerah dari 
Bupati; 

i. nilai perolehan; dan 
j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan. 

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi 
dokumen pendukung berupa: 
a. surat pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 

sekurang-kurangnya memuat: 
1. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang; dan 
2. pemyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak 

dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindah tangankan atau 
alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pemusnaban Pada Pengguna Barang 

Pernusnalian dilakukan den an am: 
a. dibakar 
b. dihan urkan · 
c. ditimbun: 
d, ditenggelamkan; atau 
e. earn lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 8 

( 1) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui Bupati 
memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang 
mengajukan permohonan disertai dengan alasan. 

(2) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang mi1ik daerah. 

(3) Surat persetujuan pemusnahan barang mi1ik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, 
tahun perolehan, spesifi.kasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai 
perolehan, dan ni1ai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 
penyusutan; dan 

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan 
kepada Bupati. 

Pasal 7 

( 1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan 
Pemusnahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan 

barang milik daerah; 
b. penelitian data administratif; dan 
c. penelitian fisik. 

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan untuk meneliti antara lain: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan 

bukti kepemilikan atau pernyataan kepemilikan barang milik daerah dari 
Bupati; 

i. nilai perolehan; dan/ atau 
j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan. 

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan 
cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan 
data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Pengelola Barang menyampaikan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan 
barang milik daerah. 

b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang rnilik daerah yang harus 
dilengkapi dengan bukti kepemiJikan atau pernyataan kepemilikan barang 
milik daerah dari Bupati; 

c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 
dengan kartu identitas barong; dan 

d. foto barang milik daerah yang dlusulkan pcmusnahan. 
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(1) 
Pasal 12 

Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana 
di.maksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pengelola Barang melakukan pemusnahan 
barang milik daerah. . 
Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Bupati. 

(2) 

Pasal 11 

( 1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah 
pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian 
terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerahpada Pengelola 
Barang. 

(3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati 
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. 

(4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah. 

(5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusoabkao, yang 

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, 
tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai 
perolehan dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 
penyusutan; dan 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan 
kepada Bupati. 

Pasal 10 

( 1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh 
Pengelola Barang kepada Bupati. 

(2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang 
serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap muatan 
materi surat permohonan pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen 
dukung pada Pengelola Barang. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang 

(2) 

(1) 
Pasal9 

Berdasarkan surat perselujuan pemusnahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pengguna Barang melakukan 
pemusnahan barang milik daerah. 
P~laksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara Pem usnahan dan dilaksanakan paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang 
milik daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 
Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah. 

(3) 
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Pasal 16 

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk barang 
milik daerah pada Pengguna Barang dila.kukan dengan menerbitkan keputusan 
penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(1) Penyerahan barang milik daerah: 
a. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
b. pemindabtanganan atas barang milik; 
c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak 

ada upaya hukum lainnya; 
d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. pemusnahan; atau 
f. sebab lain. 

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab­ 
sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab 
penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, rnenguap, 
mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force 
majeure). 

Pasal 15 

PnAAI I 

( 11 n dari Daftar Baran I cngguna dan/Atau r af Rf n r ng ur 
bagaimana dimak ud dalarn Pasal 1 huruJ . dilakuk n d lam 
rrulik da rah udah tidak berada dalam p ngu saan P nggun 

aran an/alau Kuasa Pengguna Barang. 
(2) I en hapu dari Daflar Barang Pengelola sebagaimana dirnaksud dalarn P 

13 huruf b, dilakukan dalam hal barang rnilik da rah sudah tidak b r da 
da1am penguasaan Pengelola Barang, 

(3) P nghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimak ud de. lam 
Pasal l 3 huruf dilakukan dalam ha! terjadi penghapusan bazaimana 
dimak ud pada ayat (1) dan a at (2) disebabkan karena: 
a. pernindahtanganan alas barang rnilik daerah; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukurn tetap dan sudah tidak 

ada upaya hukum lainnya; 
c. menjalankan ketentuan undang-undang; 
d. pemusnahan; atau 
e. sebab lain. 

I r-n loin; clAII 
Milik n erah. 

flfiA l 

1 h mi rn h dA rah m lip11ti' 
ari 11Anllr l ll1t'lll 1'< I\ - 111111 flslfl/111 ll f (r 

l'n~ol 1.1 

1ll'I '"" ( \hi 
I rin ,p 1 mum 

,11 r,r1 r ,1. 
tltk (\ r- · h 

If\) I hs fl e: .l 1 n 11 m 
.-nn rn ·n· 

f l 
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(2) 

Pasal 19 

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah 
kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 
huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola 
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

{ 1) 

Pasal 18 

( 1) Perubahan Daftar Ba.rang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 
sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerahkepada Bupati harus 
dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna 
Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang 
milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan Iaporan tahunan. 

Pasal 17 
( 1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola 
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Serita Acara Serah Terima 
(BAST) penyerahan kepada Bupati. 

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan: 
a. keputusan penghapusan; dan 
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah 
pada daftar barang milik daerah. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang dan/ Atau Kuasa Pengguna Barang 

(5) 

(4) 

(3) 

Penghapusan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk barang 
milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan kepu tusan 
penghapusan oleh Bupati. 
Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati 
s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang 
dihapuskan karena: 
a. pengalihan status penggunaan; 
b. pemindah tanganan; atau 
c. pemusnahan. 
Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah 
berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang 
Pengguna dan/ a tau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 
Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati. 

(2) 
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Pasal 22 
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 
sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus 
dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa 
Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa 
Pengguna Barang. 

(1) 

Pasal 21 
(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola 
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Serita Acara Serah Terima 
(BAST). 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindah tanganan atas 
barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan: 
a. Risalah Lelang dan Serita Acara Serah Teri.ma (BAST), dalam hal 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; 
b. Serita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindah tanganan dilakukan 

dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan 
modal pemerintah daerah; dan 

c. Serita Acara Serah Teri.ma dan naskah hibah, dalam hal pemindah 
tanganan dilakukan dalam bentuk hibah. 

(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan: 
a. Keputusan Penghapusan; dan 
b. Berita Acara Serah Teri.ma, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah. 

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang Milik 
Dae rah. 

Pnsol 20 
1) Perubahan Daftar Barang J ngguna dan/atau Daftar Barang Kuasa P ngguna 

sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerahharus 
di antumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna 
Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status 
penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam Iaporan barang 
milik daerah semesteran dan laporan tahunan. 

(3) Keputusan pcnghapusnn barnng rntlik dac th ebagalmana dirnaksud pada 
8~ at (2) pa Ung lama I [satu] 1· ulnn ditcrhitkon olr h Prng elola Barang sejak 
tanggat Brrita Acnm 8crnh Terimn (HA8T) p<'n~nHhan status pcnggunaan 
barnng milik dar-rnh. 

(4) P nggunn Hnrrrn.1,t 11lrnvnmp11Hrnn lnpornn 1wnghnptHWn krpAcln nupatt d ngan 
melam1 irknn: 
a. keput us nn IX'llAhnpu~on· dun 
b. Bcritn t\rn.rn Sr-rnh Tt-rlmn (BMff) I)( ngnllhM1 Rllll'11N pcnggunaan harang 

milik dar rnh. 
(5) Borda nrkan krputuSRn pcnghapusan schn~Hitrlflnfl dlrnakaud pe<hJ AYRt (3), 

Pengr-lola Barang mclakukan pcnycsuaian pen ataran harang mlJik dacrah 
padn daftnr barang milik daerah. 
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Pasal 24 

(1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang 
memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan. 

(2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang mi1ik daerah. 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dihapuskan, diantaranya meliputi: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi/identitas tekn.is; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah; 
h. nilai perolehan; 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 23 
Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 
Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah 
kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya 

meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register,nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan. 

Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh 

pejabatbeIWenang;dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 
Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 
barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi: 
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang mi1ik daerah 

sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan. 
Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan 
untuk memastikan kesesuaian antara barang mi1ik daerah yang menjadi objek 
putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek 
permohonan penghapusan. 
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola 
Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati. 

(1) 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan 
karena pemindah tanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan. 
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(4) 

(3) 

(2) 

Penghapusan karena melaksana.kan ketentuan peraturan perundang und n n 
sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) huruf diav li den an 
pengajuan permohonan penghapusan barang rnillk daerah leh Penggu 
Barang kepada Bupau melalui Pengelola Barang, 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) paling sedikit meruuat: 
a. pertimbangan d.an alasan penghapusan: dan 
b. dat.a. barang milik daerah yang dimohonkan untuk clihapu kan, _ mg 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode regi re , 
nama bara.ng, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nllai buku, dan/ iu iu nllai 
perolehan. 

Pengelola Barang melakukan penelitian ternadap permohonan penghapusan 
barang milik daerah dari Pengguna Harang sebagaimana dimuksud padn aynt 
( 1 ). 
Berdasarkan penelitian sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), P ngelola Barang 
mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati. 

(1) 

Pasa.1 28 

Pasal 27 

(J) P bahan D tar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Peri 
bagai akibat dari putusan pcngadilan yang telah rnemperol ·h k 

hukum tap harus d~ anturnkan dalam laporan ·me teran de. I.a 
tahunan P nggun.a Harang d.an/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daft.ar Harang Milik Dacrah sebagai akibat dari putu n 
rang telah memperoleh kekuatan hukum 

la.poran semesteran d.an laporan tabunan. 

Pasal 26 

bagaimana dimak ud dalam Pasal 2 . P sal 24 d n P 1 :, nva 
adan a putusan pengadilan ·ang t lah m mp rol h k 
udah tidak ada upa a hukum lalnn a. 

I 1 • , 1 t 

( . 

' n t I rl::i f h mu: ti ,t • l•u ·1 ,, 
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(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 15 ayat (1) huruf f dilakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan 
barang milik daerah. 
Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 [satu] bulan sejak 
tanggal berita acara pemusnahan. 
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan kepada 
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3). 
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik 
Daerah. 

( 1) 

PasaJ 32 

PasaJ 31 

( 1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 
sebagai akibat dari mela.ksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna 
Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari mela.ksanakan 
ketentuan peraturan perundang- undangan harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 30 
( 1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada 

Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud daJam Pasal 29 ayat (4). 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Dafta.r 
Barang Milik Daerah. 

(4) 

(3) 

(2) 

PrtMI .2() 

~pabilA Bupnti men, ctujui pc mohonnn sd,oititim,rnn dlmnksud dnlarn Pasal 
28 nynt (4), Hupatl mr nerbltkun !illrnl JW'r14<'ft1jm1t1 pcnghapusan. 
Surat pcrsrtujunn J}('ngh11pwu111 hnrnri~ rnillk dnr rah Rrbag:.iimana dlmaksud 
padn ayat 11) pn\inp. scdtktt mr munt: 
A. datn bnrnn~ milik dnernh yang cli~r11~j11t unl nk dihnpuakan, yeng ~ekurnng­ 

kurn11_gnyH mcliput i tnhun pr-mlehnn. kodr ~mrnng, knrle r glRtr::r narna 
bnmng, SJX'sifiknsi/iclrnttlns tr-knls Jrnt~. kondlst, jurnlah, nifai huku, 
dnn/atau nilni perok-ha n; don 

b. kcwajiban Pcngguna Bornng untuk rnclaporkan p laksnnaan penghapusan 
kepada Bupati. 

B rdasru:kan p rsctujuan Bupati scbagairnana dlmaksud pada ayat 11), 
P ngguna Barang melakukan p nghapusan barang milik daerah dari altar 
Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna d ngan 
berdasarkan keputusan pcnghapusan Pengclola Barang. 
Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diterbitkan paJ.ing lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak 
tanggal persetujuan Bupati. 

( 1) 
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Pasal 35 

( 1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang 
karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a 
harus dilengkapi: 
a. surat keterangan dari yang berwenang; dan 
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 

sekurang-kurangnya memuat: 
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik 

daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; 
dan 

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur 
kelalaian dan/ atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus 
Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, 
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b harus dilengkapi: 
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai 

kebenaran permohonan yang diajukan. 
c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang 

milik daerahtelah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati 
untuk hewan/ikan/tanaman; dan 

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil 
laporan pemeriksaan/ penelitian. 

l'Mrnl :\4 

( l l Prngho.pus1rn karcnn scbab lain scbagafmnna dlrnaksud dulam Pi:i.MJ 1.5 ayat 
(1) huruf g diJRkuknn olch p ngguna UarnnP./Kuaso Pcngguna Barang, 

( l PenggunA Barang m ngnjuknn pcrrnohonan p nghap san barang mllik daerah 
kepada Bupati mclalui Pcngcloln Barang yang scdlkltnya memuar: 
a. perttmbangn-, dan alasan pcnghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dirnohonkan untuk dihapuskan, diantaranya 

meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan. 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diajukan karena aJasan: 
a. hilang karena kecurian; 
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 

hewan/ ikan/ tanaman; atau 
c. keadaan kahar {force majeure). 

f'A~IJ ]. 

( l l I en1b11hn11 Dn011r Hnf1rnl! J'(~t1t~R111in dnn/ntnu nannr Ftarang KUHBfl Pcngg M 
sc bogH i a kibn I drn IW'm usn» hn n hrn \I~ cl I< 11 n 111m kn n dnlarn la porn n 
scmcstC't'An IIAn lnpo nn 111huw111 rwngr.1111,1 bnrnng 1111111 kui-1, pcngguna 
l arang. 

(2) P l eru >Hhnn DnOnr H11rnr1,:t Mllik l)nnnll li('hnJ!fll itkllJfll dMI p muanahanharu 
dirnntumkAn dnlam lnpornu ~,·mrRtf'rnt1 chm lnporun iahunnn. 
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Pasal 37 
(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 34 ayat 

(3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang disertai dengan alasan. 

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 35 ayat 
(3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang 
milik daerah. 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana di.maksud 
pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
ct. tahun perolehan; 
e. spesifikasi/identitas teknis 
f. kondisi barang; 
g. jumlah; 
h. nilai perolehan; 
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; 

dan 
j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan 

kepada Bupati. 
Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal persetujuan. 

(4) 

Pasal 36 
( 1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 

barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 ayat (3). 

(2) Penelitian sebagaimana di.maksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan Penghapusan; 
b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, 

nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, 
penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik 
daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, 
dan/ atau nilai perolehan; dan 

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana di.maksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dan huruf c jika 
diperlukan. 

(3) Berdasarkan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk 
penghapusan barang milik daerah karena sebab lain. 

(3) Pennohonan penghapusan barang milik daerahdengan alasan keadaan kahar 
{force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c harus 
dilengkapi: 
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 

1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau 
2 · mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure); 

dan 
b. Pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force 

majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
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Pasal 41 

( 1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada 
Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan 
oleh Pengelola Barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati 
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

Pasal 40 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang 
milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang 
milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan Iaporan tahunan. 

Pasal 39 

( 1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh 
Pengelola Barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati 
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) 
paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Serita Acara 
Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang. 

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupatidengan 
melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) 
penyerahan kepada Pengguna Barang sebagai mana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagai mana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah 
pada Daftar Barang Milik Daerah. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 38 
Pengguna Barang menya:mpaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan 
~elampirkan keput.usan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4). 
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar 
Barang Milik Daerah. 
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa 
Pengguna Barang. 
Perubahan Daftar Barang Milik Daerahsebagai akibat dari sebab lain hams 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 

(1) 

(S) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar 
Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan 
Keputusan Penghapusan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4). 
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Pasal 43 

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 
Pengelola Barang. 

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang climohonkan untuk dihapuskan, sekurang­ 

kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama 
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ a tau nilai 
perolehan. 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 
a. salinan/ fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/ disahkan oleh 

pejabatberwenang;dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. 

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik 
daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik 

daerahsebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatanhukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan 
kesesuaian antara barang milik daerahyang menjadi objek putusan 
pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan 

penghapusan. 

Pasal 42 

( 1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan 
barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan 
tahunan Pengelola Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan 
barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah 
semesteran dan tahunan. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggaJ 
Berita Acara Serah Terirna (BAST). 

(4) Pengclola Barang mcnyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan 
melampirkan kcputusan pcnghapusan yang disertai dengan: 
a. Risalah Lelang dan Serita Acara Serah Terima (BAST), apabila 

pemindahtanganan dilakukan dala.m bentuk penjuaJan secara lelang; 
b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindah tanganan dilakukan 

dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan 
modal pemerintah daerah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila pemindah 
tanganan dilakukan dala.m bentuk hibah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana climaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang 
Milik Daerah. 
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(2) 

Pasal 47 

Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat _(~) huruf e 
diawali dengan mengajukan pennohonan penghapusan barang milik daerah 
dari Pengelola Barang kepada Bupati. . .. 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. ertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. ~ata barang milik daerah yang dimohonkan untu dihapuskan, yang 

k -kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, 
se urang . . 1 k . nilai b k d I 

b jeni s identitas kondisi, o asi, 1 u u an a tau nilai nama a.rang, , ' 
perolehan. 

(1) 

Pasal 46 

( 1) Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dala.m 
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 45 
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 hanya dilakukan 
karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pnsn144 

~erdasarkan P rs· tujuan Bupati scbagnimana dimaksud dalarn Pa al 43 a at 
(i). Bupati menerbilkan k putusan penghapusan barang, 
Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari 
Daftar Barang Pengelola. 
Keputusan penghapusru1 barang milik daerah diterbitkan oleb Bupati 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
persetujuan. 
Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupatidengan 
melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana climaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang 
Milik Daerah. 

(1) 

(8) 

(7) 

Dalam hal perm 1 . . . . . 
B . · 0 ronan P nghnpuMn harn11~ rnilik d r-rnh udak dlsetUJlll, 

upatj rneml ·'t b ik .. . . 
0 1 

11 n u an kc pndo Prnp,rlolu Hn 11t1 ~ ti <·rtoi dengan alasan. 
a am_ IU1l pennohonnn 1wnJdtnp11~111 hnnmll, rn lik rlnrrol di .tu] i, 

Bupatj tncnerbitko , 11 surnt f)('r~rt\ljunn pen h11p11min hnfMIR millk dar rnh. 
urat persctujuon J)('n~hnp1t~111 hM111\i{ mlllk dHrrnh ~t JJp.,.olmnttH dlrnnk ud 

pada a. RI ( r} S<'kurnng-kumt\J(1\ ,, mcmunt. 
a. dntf\ l>nnmg r ilik • ml t,nrmh . n11Jt <li~<·tnjul 1111tuk dlhf1p11~kF1t1, kurnng 

kurnngnvn mrliputl kotlr hntnnr,, ko<lr rq~l~tf'r nam» bftrnn~. tHhun 
\X'roldum. ~pr i0kn~l/i<.lrn11tM t<'kni~. j 111~ kondlst, [urnlah, niJAI hu u, 
dnn/ ntnu ni.loi 1w1-olrlu\11· dun 

b. kewf\ii.bRn Pe1\grloLR Hnm11~ untuk mr lnporkan pf'lfJk<-iAn~Rn 
~nghR.pusnn kcpnrln Uupnli. 

(6) 
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(1) dilakukan oleh 
penghapusan barang 

ketentuan. 
· a dimaksud pada ayat Penghapusan sebagaunan 

I I B ana setelah Bupati menerbitkan keputusan Penge o a ar o 

milik daerah. 

Pasal 51 

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilakukan dengan 

Pasal 50 

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. 
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan. 

(1) 

Pasal 49 

( 1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan 
melampirkan keputusan penghapusan. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar 
Barang Milik Daerah. 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 48 
Apabila Bupati menyetujui basil penelitian sebagaimana dimaksud dala Pasal 
47 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan. 
Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang­ 

kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, 
spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai 
perolehan; 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan 
kepada Bupati. 

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar 
Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati. 
Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
persetujuan. 

(1) 

(4) 

Bupati melak k milik" u an penelitian terhadap permohonan penghapusan barang 
daera~. dari Pengelola Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). 
Penelitian sebagaim di ak . . . . · ana un sud pada ayat (3) rneliputi: 
a. penehtian data dan dokumen barang milik dacrah; 
b. penelitian terhadap peraturan pcrundang-undangan terkait barang milik 

daerah; dan 
c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastlkan 

kesesuaian antara barang mllik daerah yang menjadi. objek peraturan 
perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek 
pennohonan penghapusan. 

(3) 

(2) 

(1) 

(2) 
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(5) 

Pasal 53 
(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

( 1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang. 
(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah 

kepada Bupati yang paling sedikit memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di 

antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor 
register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai 
buku, dan/ a tau ni1ai perolehan. 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diajukan karena alasan: 
a. hilang karena kecurian; 
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 

hewan/ikan/tanaman; dan/atau 
c. keadaan kahar (force majeure). 

(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena 
kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi: 
a. Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang; 
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 

1. identitas pengelola barang; 
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik 

daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; 
dan 

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur 
kelalaian dan/ atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus 
Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, 
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ ikan/ tanaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi: 
a. identitas Pengelola Barang; 

Pasal 52 
(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus 

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola 
barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan 
barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan. 

(5) 

(4) 

Keputusan penghapusan barang milik: daerah sebagai.mana di.maksud pada 
ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling Iambat J (satu) bulan sejak tanggal 
berdasarkan berita acara pemusnahan. 
Pengelol~ Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan 
melamprrkan keputusan pcnghapusan sebagaimana dimaksud pada pada ayat 
(2) dan berita acara pemusno.han sebagalmana dlrnaksud pada ayat (3). 
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagatmana dlmaksud pada ayat ~~), 
Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah darl Daftar Barang Milik 
Daerah. 

(3) 
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(5) 

Pasal 54 

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai 
dengan alasan. 

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik 
daerah. 

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dihapuskan, yang paling sedikit meliputi: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi/identitas teknis; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah; 
h. nilai perolehan; 
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; 

dan 
. k .. b Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan J. ewaji an 

kepada Bupati. . . 
Berdasarkan persetujuan Bupati sebag~ana dimaksud pada ayat (2), Bupati 

k k putusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal menetap an e 
persetujuan. b milik d melakukan penghapusan arang aerah dari Daftar 
Pengelola Barang ha 
Barang Pengelola berdasarkan keputusan peng pusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

(4) 

b. pemyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang 
diajukan; 

c. pemyataan bahwa barang milik daerah tclah, tcrbakar, ausut, menguap, 
mencair, kadaluwarsa, matl untuk hcwan/ikan/tanaman; dan . 

d. surat. peinyataan scbagaimana dlmaksud pada huruf c dilampiri basil 
laporan pemcriksaan/ penclitian. 

(6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar 
(force majeure) sebagaimana cUmaksud pacla ayat (3) huruf c harus dilengkapi: 
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang: 

1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau 
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure); 

dan 
b. pemyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar (force 

majeure). 
(7) Bupati melakukan penelitian terhadap pennohonan penghapusan barang milik 

daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: 

a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; 
b. Penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, 

spesifikasi/ identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, 
bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan 
bukti kepemilikan, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan; dan 

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan huruf c jika diperlukan. 
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BERITA AERAH KABUPATEN PULAU MOROTAl TAHUN 2019 NOMOR 

~~ --- M KHARIE 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 2 6 NOV 2019 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PULAU MOROTAJ, 

LAOS 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 2 6 NOV 2019 

AU MOROTAJ, 

BAB V 
KETJ~NTUAN PENUTUP 

Pasal 56 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint:ahkan pcngundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah Kabupaten Pulau morotai. 

(3) 

(2) 

PnAnl. 5 

Pengclol~ Uornng llH'nynnipniknn lnpornn pcnghnpu: nn kr padu Bupati d ngan 
melamp1rkR11 kC'putu~nn JWnRh11p11~m1 tmrn11~ mllik dA~rnh. 
BrrdasarkAn k<'putusun r<'n~t1npuRH11 Ad1(1f~1-1irnm1t1 dlmnkr ud rlalam Pasal 5 
Ayot (4), l t'ngrlotn Hflrnng n1rn~h1tpt1Rkfln lmn-,ng milik dacrah dari DA.ftar 
Barang Milik Dnt-rnh 
1 ~rubahun DnOnr Rnrnng Mllik I nernh Achog1-1I aklbnr d1:iri sebab lain haru 
dicantumknu dnlam laporan A mcsternn don laporan tahunnn. 

( J ) 
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(1) 

............................. ( 10) 

Bupati Pulau Morotai, 

Oemikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih. 

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, untuk 
berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor .... 
Tahun .... tentang tata cara pemusnahan dan penghapusan barang milik 
daerah kabupaten pulau morotai, 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... ... tanggal ...... 
hal .... (8), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan ... ... ... ... ... (9) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat 
disetujui. 

................................. (7) ................. (6) Hal 

di - ·················· (4) Lampiran 

Yth . 
................................ (5) 

. ················· (2) 

.................. (3) 
Nomor 
Sifat 

Kepada: 

........................ ' . 

KOPSURAT 

1.1 FORMAT SURAT PERSETUJUAN OLEH BUPATl 

1. FORMULIR 

K/\1 UPAT[~N PUL/\U MOROTJ\I 

PEMUSN/\H/\N DAN 
BARANO MfLfK DAERAH 

L/\MPIRJ\N: 
P8R/\TURAN BUPJ\TI PUL/\U MOROTAJ 
NOM R '°1l TAIIUN 2019 
T8NTANO 
TATA CJ\ R/\ 
PENOHJ\PUS/\N 
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Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nama Kota dan tanggal surnt pcrsct ujunn ditcrbil.kan. 
(2) Diisi nomor surat. 
(3) Diisi sifat surat. 
(4) Diisi jumlah lam piran. 
(5) Diisi Pengelola Barang/P ngguna Barang yang mcngajukan pcrmohonan 

usulan persetujuan. 
(6) Diisijenis persetujuan 
(7) Diisi tempat Pengelola Barang/ Pengguna Barang yang mengajukan usulan 

persetujuan 
(8) Diisi nomor, tanggal, hal pengajuan usulan persetujuan dari Pengelola 

Barang/ Pengguna Barang. 
(9) Diisi 
( 10) Diisi nama Bupati. 
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bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna 
Barang pada (nama OPD) dikarenakan alasan 
pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah, perlu 
menetapkan Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan 
Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang 
................................. (nama OPD); 

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 
utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190, tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4937); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengel?laan Barang Milik Daerah; (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

Mengingat 

Menimbang 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG 
PENGGUNA BARANG (nama OPD) 

PENGELOLA BARANG, 

TENT ANO 

KEPUTUSAN PENOELOLA BARANO 
NOMOR ...... / .... /KPTS/PM/20 ..... 

KOP SEKRETARIAT DAERAH 

1. FORM SURAT T<EPUTUSAN PENOHAPUSAN l{ARENA PENOALIHAN STATUS 
PENGGUNA BARANO OLEH PENOELOLA BARANO 
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PENGELOLA BARANG, 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal . 

Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan 
perubahan kembali sebagaimana mestinya 

Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna 
Barang (nama OPD), sebagaimana tercantum dalam 
lampiran keputusan ini. 
Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
dilaksanakan karena alasan pengalihan status penggunaan 
Barang Milik Daerah dan membebaskan pengguna barang 
...................... (nama OPD) dari tanggung jawab administrasi 
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan pengguna 
barang (nama OPD). 
Pengguna Barang pada (nama OPD) untuk 
melakukan penghapusan dari Daftar Barang Penguna Barang 
................................. (nama OPD). 
Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan. 

MEMUTUSKAN: 

8· ~eraturan Daerah Kabupaten Pulau Morota.i Nomor 3 Tahun 
KOI6 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

abupaten Pulau Morota.i [Lernbaran Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah 
K~bupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana te~ 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau MorotaJ 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2); 9· Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Millk Daerah [Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 24); 

10. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pemusnahan Dan Penghapusan Barang 
Milik Daerah Kabupaten Pulau morotai (Serita Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 6). 

KE LIMA 

KEEMPAT 

KETIGA 

KE DUA 

Menetapkan 
KESATU 
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1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Malulru 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4937); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint:ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

BUPATl PULAU MOROTAl, 
bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna 
Barang Pada [diisi nama OPD) dikarenakan alasan 
pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang 
Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang . 
(diisi nama OPD). 

PENOHAPUSAN BARA.NO MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANO 
PENGOUNA BARA.NO ......... (diisl narna OPD) 

uutwn I' LAU MOROTt\l 
PROVIN 'I MAL KU UT/\R/\ 

KEl UTUSAN lJUPATI KAUUl'/\T~N l'ULAU MOF<OTM 
N MOR ...... / ...... / ....... /KPTS/PM/20 ...... 

TENTANO 

Mengingat 

Menimbang 

I . fi'()RM .s IRAT 1,l~PUTll~A 1,1, ('l l 
' -, ' /\PU8/\N KMU, ;\ l'r·:NO UT I N STAT S PEN 10UNA H RA O 01.J·:tt llllP/\TJ ' 
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BUPATI PULAU MOROTAI, 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 20 . 

Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna 
Barang (diisi nama OPD), sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
dilaksanakan karena alasan pengalihan status penggunaan dan 
membebaskan pengguna barang (diisi 
nama OPD) dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 
barang yang berada dalam penguasaan pengguna barang 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. (diisi nama OPD). 

Pengguna Barang (diisi nama OPD) untuk 
melakukan penghapusan dari Daftar Barang Penguna barang 
...................... (diisi nama OPD). 
Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan 
se bagaimana mes tiny a 

MEMUTUSKAN: 

6· Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 J 4 rentang Adrninistrasi 
Pern · rintnhan (Lembo run Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
268, TnmbHhun Lcmbnrnn Negara Rcpubllk Jndonesif1 Nomor 
5601); 

7· Peraturan Menter! Dalnm Ncgcrl Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengcloloan Barang Mllik Da rah (Serita 
Negara RcpubUk Indonesia Tohun 20Jfi Nornor 547); 

8· Pera.turan Daerah Kabupatcn Pulau Morotai Nomor 3 Tabun 
2016 tentang Pembentukan dan Suaunan Perangkat Daerah 
I<abupaten Pulau Morotal (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Pulau Morotal Nomor 3, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telan 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 24); 

10. Peraturan Bupati Pulau morotai Nomor Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pemusnahan Dan Penghapusan Barang 
Milik Daerah Kabupaten Pulau morotai (Betita Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor ..... ); 

KEEMPAT 

KE LIMA 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan 
KESATU 



w 
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a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak 
berat dan tidak efisien lagi penggunannya untuk kepentingan 
dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik 
Pemerintah Kabupaten Pulau morotai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pulau 
morotai Pada Pengelola Barang; 

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan~ Pemaherinta2h0an14 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ un . 

244 T bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ' am kali t akhir 
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa er 

U dang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan dengan Undang- n 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2?14 tdenta~g 

. ah (Lembaran Negara Republik In onesia 
Pemenntahan Daer blik 

58 Tambahan Lembaran Negara Repu 
Tahun 2015 Nomor , 
Indonesia Nomor 5679); 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

s. Undang-Undang Nomor N gara Republik Indonesia Nomor 
· tah (Lembaran e . Pemenn an Negara Republik Indonesia Nomor 

268, Tambahan Lembaran 
5601); 

BUPATI PULAU MOROTAI , 

PENGHAPUSAN BARANG 
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI 

PADA PENGELOLA BARANG 

TENTANO 

'WAJ~ 
BUPATI PULAU MOROTJ\l 

PROVINS! MALUKU UTARA 

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR / I /······ /KPTS/PM/20 . 

Mengingat 

Menimbang 

'.2. FORM SURAT KEPUTUSAN PENOHAPU 
TANGANAN BARANG MIUK DAEDA1Y - . SAN KARENA PEMINDAH 

·~ OLEH BUPATI 
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Menghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pulau morotai 
Pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Milik Daerah pada 
Pengelola Barang yang hilang, mati dan rusak berat milik/yang 
dikuasai Pemerintah Kabupaten Pulau morotai, dengan daftar 
Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai 
Pada Pengelola Barang sebagaimana climaksud Diktum Kesatu, 
Pelaksanaannya dilakukan dengan cara: 
a. untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis 

dapat dilakukan dengan cara penjualan/ pelelangan, 
disumbangkan, guna susun; 

b. untuk barang-barang yang tidak mempunyai ni1ai ekonomis 
dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam 
Berita Acara Pemusnahan dari Tim Pelelangan/Penjualan. 

Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara 
setempat atau melalui Tim Pelelangan Terbatas yang dibentuk 
dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai. 

MEMUTUSKAN: 

6· Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tarobahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

7· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

8· Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 24); 

10.Peraturan Bupati Pulau morotai Nomor ...... Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pemusnahan Dan Penghapusan Barang 
Milik Daerah Kabupaten Pulau morotai (Berita Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor ...... ). 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan 
KESATU 
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rembusan : 
1. . 
2 . 
3. Dst . 

OUP/\TI PU LAU MO ROTA/, 

IJilCtfJpk1:ir1 di MfJrrif.Hl, 'rl::ibUl 
pmh:1 longg::il 20 . 

Kr putusun l11i rnulnt l){'rlnku pnd;.i l.1Hlf'J~nl litrlDpkAn ti -ngan 
ketr ntuun np11hi111 di kcrnurltan hurt tr.rc.lnpot. krkrliru;i.n dalam 
kr-pu t usn n ir1l 11k1111 <lliidokiin ru ru lm hn n di-ir1 prrtmtk in 

~rbngnimnn11 mcsrln 11. 
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a. b~wa barang daerah yang hilang, rusak berat dan tidak 
e~s1en dalam penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu 
~~pus dari daftar inventaris barang Milik Daerah dan 
dipindahtangankan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 
Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran ; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pulau morotai di Propinsi Maluku utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
190, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 
4937); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 9 Tahun 
2015 rentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

R blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Negara epu . )· 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679' 

BUPATI PULAU MOROTAf 
' 

Mengingat 

Menimbang 

PEMBENTUKAN TIM PENOHAPUSAN DAN PE .,MfNDAHTANOAN r 
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PULAU M 

TAHUN AN . ORCYrAI 
. GGARAN .. 

HUPATT l'ULA M mo I\I 
PR VINSJ MJ\f_..UK UTAFM 

l<EPUTUSJ\N BUPNf'T PULI\U M< F . 
NOMOR / ... / ...... / ....... /KPTH/~~~~~; ...... 

TENTANO 

H 

:p TU AN B PATl ·n.:NT . 
OJ\ PJ•:Mr n H fl\N( NO I F,MBr~Ni J • 

F RM , .<, r 
pt~ OHA' 
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Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang . Negara 
setempat atau melalui Tim Pelelangan Terbatas yang dibentuk 
dengan Keputusan Bupati. 

Membentukan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah Kabupaten Pulau morotai, dengan Susunan Tim 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

Tugas Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah: 
a. meneliti administrasi barang milik daerah dan 

kepengurusannya; 
b. meneliti keadaan fisik barang milik daerah dan biaya 

pemeliharaannya; 
c. melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 
d. membuat berita acara penghapusan barang milik daerah; 
e. melaksanakan penafsiran harga jual barang yang akan 

dipindahtanganan melalui pelelangan terbuka maupun 
pelelangan terbatas; . . . 

f. melaksanakan pemindahtangan barang milik daerah melalui 
hibah kepada piha.k ketiga sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan; 

g. menyampaikan hasil laporan penghapusan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah kepada Bupati 
Pulau morotai dan; 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tent.ang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn 
5601); or 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54 7); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai 
Nomor 2 Tahun 2017 tent.ang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau morotai Nomor 8 Tahun 
2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau morotai tahun 2016 Nomor 24); 

10. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pemusnahan Dan Penghapusan Barang 
Milik Daerah Kabupaten Pulau morotai (Berita Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor ). 

KE'rlGA 

KEDUA 

Menetapkan 
KESATU 
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LAOS 

U MOROTAI, 

························· 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

Anggota Tidak Tetap 

Anggota Tetap 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morota.i 
Asisten Bidang Administrasi Umum 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
1. Kasubbid mutasi, penghapusan dan pengawasan 

aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 

2. Kasubbid Penatausahaan dan Pemanfaatan aset 
Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah 

3. Unsur Bagian Hukum Setda Pulau Morotai 
1. Penilai KPKNL Maluku Utara 
2. Pengurus Barang Organisasi Perangkat Daerah yang 

bersangkutan 
3. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait 
Staf Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 

Sekretariat 

Penanggungjawab 
Pengarah 
Ketua 
Sekretaris 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHAPUSAN 
DAN PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK DAERAH 

LAMPIRAN: 
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR / / / /KPTS/PM/20 . 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN 
DAN PEMINDAHTANGANAN RARANG MILIK 
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI 
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